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NOMOR : 114/REGIONAL llllBISKURLOG/8D/8/0523
NOMOR : 683/PR,O8-Prs, I 321 2023

Pada hari ini Jum'at, tanggal llma bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh tlga (0H)5-2023), bertempat
di Bandung., yang bertanda tangan dibawah ini :

I. FAHDIAN YUNARDI Jabatan Exccut rr. Wcc Ptasldant R.donal lll Bandunt
berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.

6T lDlRUT l0l23 tanggal 5 Januari 2023, yang dalam
jabatannya benivenang mewakill Direksi PT Pos lndonesia
(Persero), dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan
atas nama PI Pos lndonesla (Pe6crol, berkedudukan dan
berkantor pusat dl Jalan Banda No. 30 Bandung 40115
yang didirikan dengan Akta Notarls Sutjipto, S.H., Nomor
117 tanSgal 20 Juni 1995 sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Akta Notaris Nomor 6
tan8gal 15 November 2022 yang dibuat dan disampaikan
oleh Aryanti Artisari, S.H. MXn. t{otaris di Jakarta, NPWP

01.001.620.2-441.000 (selanjutnya disebut "PIHAK
PERTAMA"}.

II. ACHMAD SYAIFUDIN RAHADHIAI{ Jabatan sebagai ltckrtt rls Komlsl Pcmlllhan Umum

Proylnsl Jawa Bafi, berdasarkan Surat Keputusan

Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik

lndonesia Nomor 1705 Tahun 2022 tentang

PenganSkatan Pejabat Plmpinan Tlnggi Pratama Pada

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera

Utara, DKI Jakarta, dan Jawa Barat Tahun 2022 yang

dalam jabatan tersebut sah bertindak untuk dan atas

nama Xomisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat yang

berkedudukan di Jalan Garut No. 11 Kota Bandung, NPWP

00.132.998.H24.m0 (selanjutnya disebut "PIHAK

r(EDUA').

{
(w

I



PIHAK PERTAMA dan PIHAX IGOUA (selanjutnya secar:l bersama-sama disebut 'PARA PIHAI(" dan
secara sendiri-sendiri disebut "PlHAf), dalam kedudukan sebagaimana tersebut di atas, dengan
terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebaSai berikut :

a, Bahwa PIHAX PERrAMA adalah Badan Usaha Milik Negara yant bertujuan untuk turut serta
melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidan3 ekonomi dan
pembangunan nasional pada umumnya, dan pada khususnya di bidang pelayanan jasa pos dan
giro bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah lndonesia dengan menerapkan
prlnslp-prlnslp Perseroan Terbatas.

b. Eahwa PIHAX IEDUA adalah Lembaga Negara yang menyelenggarakan Pemilihan Umum di
lndonesia yakni meliputi Pemilihan Umum An8tota DPR, DPD, DPRD, Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden, serta Pemlllhan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dl
Provinsi/Kabupaten/l(ota.

c. Bahwa PIHAI( KEDUA membutuhkan Jasa Pengiriman Surat, Paket dan Layanan Logistik dari
PIHAr PERTAMA dan PlllAK PERTAMA dengan menunjuk MOU Nomor: MOU 047lDtRUT/0322
dan Nomor : 15IPR.07-NV0112022 ini menyetujui untuk melakukan pengiriman Surat, paket

dan Layanan Logistik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di ataq maka PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada
yang lain dalam suatu Perjanjian tentang Jasa PenBiriman Surat, Paket dan layanan Logistik, yang
selanjutnya disebut "PerJanJlan' dengan berdasarkan prlnslp sallng menguntungkan dan sallng
menghormati bidang usaha dan kegiatan masing-masing dengan ketentuan dan syarat seperti
tertuang dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

PASAL 1

XETEilTI,AIT UMUM

Dalam Perjanjian yang dimaksud dengan:
a. Surat adalah dokumen dengan berat sampai dengan 2.000 (dua ribu) gram milik PIHAK KEDUA

yang akan dikirim kepada Pihak yanS ditentukan oleh PIHAK KEDUA dengan menggunakan jasa

PIHAK PERTAMA.

b. Paklt adalah barang/benda dengan berat lebih dari 2.fi)O (dua ribu) gram milik PIHAK KEDUA

yang dikemas dalam ukuran dan bentuk tertentu dan dikirim kepada Pihak yang ditentukan oleh
PIHAK KEDUA dengan menggunakan jasa PIHAK PERTAMA

c. Kirlman adalah satuan Surat dan/atau Paket yang dikirimkan melalui PIHAK PERTAMA.

d. Daftar Pengamar Klrlman adalah daftar yang dlbuat oleh PIHAK KEDUA yang memuat data
Klrlman dan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA pada saat penyerahan Kiriman.

e. Harta Tanggungan Nilai Barang / B€a Jaminan Ganti Rugi adalah : sejumlah nilai/besar uanS

tertentu yan8 dibayarkan PIHAX KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.iika terjadi kehilangan atau
kerusakan Kiriman, selama Xiriman masih berada dibawah tanggung jawab PIHAK PERTAMA

dengan preml asuransl sebesar 0,24 % (Nol koma dua puluh empat perseratus) darl harga

barang.
t. Pos Nextdoy adalah layanan pengiriman Surat/Dokumen dan Paket/Earang dengan Standar

waktu Penyerahan maksimum H+1 dalam jaringan naslonal terbatas.
g. Pos Reguler adalah layanan pengiriman Surat/Dokumen dan Paket/Barang dengan Standar

Waktu Point to Point dalam jaringan nasional.

h, ExptEJs Moll *wkc aclanjlltnya dlslngkrt EMS adalah layanan pengiriman Surat/Dokumen
dan Paket/Barang dari dan ke luar negeri dengan persyaratan tertentu serta denBan standar
waktu penyerahan H+3 s.d H+7 dalam Jarln8an internaslonal terbatas,

i. Pos Ekspor adalah layanan pengiriman barang ke luar negeri dengan berat mulai 250 (dua ratus

lima puluh) gram hingga 3(x) (tiga ratus) kilogram dengan standar waktu penyerahan H+4 s'd

H+8.
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j. Por Jumbo adalah layanan pengiriman Paket/Barang non standar dengan Standar Waktu
Penyerahan polnt to polnt dalam Jaringan naslonal.

k. totlstlk Korporat adalah layanan logistlk yang diberikan kepada Pelanggan bisnis korporat
dengan perikatan sPK atau PKS dan beBifat rutin serta tarif ditetapkan berdasarkan
perbitungan CBA.

l. Dalam Batas Antar disirytat DBA adalah wilayah antaran yang dapat dilayani oleh PIHAK

PERTAMA berdasarkan pertimbanSan geografis dan tinSkat akesibilitas.
m. Luar Batas Antar disSryIa LBA adalah wilayah antaran yang tidak dilayani oleh PIHAX

PERTAMA berdasarkan pertimbangan geografis dan tingkat akesibilitas.
n. Plck Up *rulce adalah fasllltas pengambllan/penjemputan Xlriman yang diberikan PIHAK

PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk menjemput Kiriman ditempat PIHAK KEDUA sesuai
dengan jadwal yang telah disepakati PARA PIHAK.

o. Standar Waltu Penyeahan (selanjutnya disebut SWPI adalah waktu tempuh Surat danlatau
Paket yang dihitunt sejak tanggal pemrosesan Kiriman di kantor kirim sampai dengan antaran
pertama kali kepada Penerlma, tidak termasuk harl libur.

p. l(eterlambatan adalah dilampauinya SWP sebagaimana yanS telah ditetapkan PTHAK PERTAMA.
q, Hllang adalah tidak diterimanya seluruh/sebagian isi Kiriman oleh Penerima selama dalam

tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

r. Rugk adalah berubahnya bcntuk seluruhnya/sebaglan isl Xirlman selama dalam tanggunt
jawab PIHAK PERTAMA

s. Layanan Jaminan Ganti Rugi adalah atribut layanan yang disediakan PIHAK PERTAMA atas
layanan Kiriman berupa penggantian atas kerugian yang dialami oleh PIHAK KEDUA yang
disebabkan oleh terjadinya keterlambatan penyerahan/hilang/rusak Kiriman.

t. Bca L.yanan ramlnan Gairtl Ruil adalah sejumlah uang tertentu yang dibayar oleh PIHAK

XEDUA kepada PIHAX PERTAMA, sebagal kompensasl atas kesediaan PIHAX PERTAMA
mengambil allh rlsiko yanB mungkln dihadapi oleh PIHAK KEDUA.

u. Harl (erla adalah Hari mellputi hari Senin sampai dengan Sabtu kecuali hari libur resmi lainnya
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

v. Trrif adalah harga yang disepakati oleh PARA PIHAX untuk setiap jenis layanan pengiriman Surat
dan /atau Paket yang ada dl PIHAK PERTAMA dan wajlb dlbayar oleh PIHAX KEDUA sebagal
Biaya Pengiriman.

w. Pembayaran Secara l&edlt adalah fasilitas pembayaran kemudian yang diberikan PIHAI(

PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk pembayaran pengiriman Surat dan/atau Paket yang akan
ditaSihkan PIHAK PERTAMA setelah bulan pengiriman.

x. lD Pelanggan adalah kode yanS dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA untuk setiap transaksi
layanan yang diberikan ke seluruh cakupan Dinas PMPTSP dari PIHAK KEDUA di Kota dan
Kabupaten di Jawa Barat.

PASAT 2
RUANG TII{GTUP

(1) PIHAK PERTAMA selaku perusahaan jasa pengiriman Surat dan Paket dip€rcaya untuk
mendistribusikan Kiriman PIHAX KEDUA den8an menggunakan layanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) Pasal ini.

(2) Layanan yang dltunakan adalah :

a, Pos Nextdoy i
b. Pos Reguler;
c. EMS ;
d. Pos Ekspor ;
e. Pos Jumbo;
f. Logistik.

(3) Layanan tambahan yang disepakati oleh PARA PIHAK adalah :

a. Pembayaran secara kredit ;
b. Plck Up Serylce.
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(1) Kiriman PIHAK KEDUA wajib memenuhi syarat-syarat pengiriman yang ditetapkan P|HA(
PERTAMA, dan bukan merupakan Kiriman yang dilarang oleh Undang-Undang dan Peraturan
Pemerintah dengan ketentuan :

a. Klrlman waJlb dlmasukkan sampul atau dlbungkus sedemlklan rupa, sehlngga mampu
melindungi isi Kiriman dari kerusakan dan tidak mudah hilang.

b. Mencantumkan identltas PIHAK KEDUA pada sampul/pembungkus Kirlman agar mudah
dikenali.

c. Menuliskan dengan jelas, lengkap dan benar nama dan alamat pengirim serta penerima,
dengan struktur alamat seperti teEebut dibawah ini :

. Nama lengkap penerlma, nama Jalan, nomor rumah, RT/RW. Xhusus untuk alamat
gedung/gedung bertingkat dilengkapi dengan nama perusahaan/instansi, nama gedung
dan nomor lantai.

o Nama kelurahan/desa.
. Nama kecrmatan.
o Nama kota/kabupaten dan nama provinsi.
o Nomor kodepos.
. Nomor telepon danlatau Hondphone.

(2) Xiriman diserahkan oleh PIHAK XEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan mentgunakan Oaftar
PenSantar Kiriman yang memuat antara lain :

a. Nomor, Nama dan cap Dinas PIHAK KEDUA .

b. Nama dan alamat tujuan, jumlah Kiriman dan jenis layanan yang digunakan.
c. TanSgal penyerahan, nama dan tanda tantan Petu&s PIHAK KEDUA dan nama dan tanda

tantan PetuFs PIHAX PERTAMA.

(3) Daftar Pen8antar Kiriman dibuat oleh PIHAK KEDUA (pengirim) perjenis layanan sebanyak
3 (tiga) lembar, 2 (dua) lembar diantaranya untuk PIHAK PERTAMA yang salah satunya sebagai
lampiran Surat tagihan Biaya Pengiriman oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

(1) Hak dan KewaJlban PIHAX PERTAMA adalah :

1.1. Hak PIHAX PERTAMA :

a. Menerima pembayaran Biaya Pendrlman darl PIHAX (EDUA tepat waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 Perjanjian.

b. Mengenakan Sankl kcpada PIHAK KEDUA sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 13

Perjanjian.

1.2. Kewajiban PIHAX PERTAMA :

a. Memberikan jaminan tingkat layanan yang disepakati PARA PIHAK kepada PIHAK KEDUA.

b. Memberikan tantl ruBl kepada PIHAK XEDUA jika Jaminan tingkat layanan yang

disepakati tidak dipenuhi.
c. Memberikan restitusi pembayaran tagihan kepada PIHAK KEDUA jika terdapat

kesalahan taSihan.
d. Mendokumentasikan naskah-naskah pentinS dengan baik guna menunjang kelancaran

dan kecepatan pelunasan transaksl.
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(4) Seluruh layanan dapat dlberlkan dl seluruh wllayah kerJa PIHAK XEoUA.

PASAL 3
SYARAT.SYARAT PENGIRIMAN

PASAT 4
HAX DAN KEWA.IIBAN



(2) Hak dan Kewajlban PIHAX KEDUA adalah :

2.1 Hak PIHAK (EDUA:

a. Mendapatkan Jamlnan tingkat layanan yang disepakati PARA PIHAK darl PIHAX

PERTAMA-

b. Mendapatkan ganti rugi jika jaminan tingkat layanan tidak dipenuhi oleh PIHAK

PERTAMA.

c. Mengajukan dan menerima restitusi pembayaran tagihan dari PIHAK PERTAMA jika
terdapat kesalahan taglhan.

2.2 Kewajiban PIHAK KEDUA:
a. Membayar Biaya Pendriman sebagaimana dimakud dalam Pasal 7 Perjanjian dengan

tepat waktu.
b. Menerima Sanksi dan Denda sebagaimana dimakud dalam Pasal 13 Perjanjian.
c. Mendokumentasikan naskah-naskah penting dengan baik guna menunjang kelancaran

dan kecepatan pelunasan transaksl.
d. Menunjuk petugas khusus untuk menangani Kiriman dan memberitahukan kepada

PIHAK PERTAMA,

PASAT 5
EIAYA PET{GIRIMA'{

(1) Biaya Pen8iriman yanS disepakati oleh PARA PIHAK untuk Kiriman PIHAK KEDUA adalah Tarif
Umum (published rote,f yang berlaku di PIHAK PERTAMA sesuai den8an jenis layanannya.

(2) Biaya Pengiriman tersebut belum termasuk Harta Tanttuntan Nilai Barang dan/atau Pajak
sesual ketentuan Perpa.iakan yang berlaku.

(3) Apabila terjadi perubahan Tarif Umum (Publlshed RoteJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal lnl dalam masa Perjanjlan maslh berlan$unt maka PIHAX XEDUA akan menyesualkan atas
perubahan Tarif Umum (Published Rote/ yanB ditetapkan oleh PIHAX PERTAMA.

(4) Tarif dapat di akses pada layanan cek tarif di www.posindonesia.co.id dan PIHAK KEDUA akan
dipandu oleh PIC PIHAK PERTAMA. Jika terdapat perbedaan informasi tarif pada link web
dimaksud dengan aplikasi yang tertera pada aplikasi PIHAK PERTAMA, maka tarif yang

ditetapkan adalah tarif yang tertera pada aplikasi PIHAK PERTAMA.

(5) Biaya Logistik akan dilakukan penetapan tersendiri dalam Surat Perintah Kerja sesuai dengan
jenis Jasa loSistik yanS di8unakan dan sesuai Jumlah Kiriman yang akan diklrimkan.

PASAT 6
PAJAX-PAJAX

(1) Xetentuan perpajakan pada Perjanjian berpedoman pada peraturan perundang-undangan

perpajakan yang berlaku di lndonesia.

(2) Atas jasa pen8iriman Suratpos dan Paketpos yan8 diserahkan oleh PIHAX PERTAMA kePada

PIHAK KEDUA adalah objek PPN.

(1) Kewajiban PIHA( PERTAMA terhadap PPN :

a. Nilai lnvoice sampai den8an Rp 2.fiD.000,- (dua juta rupiah termasuk PPN)

. Memuntut PPN dan menerbitkan Faktur Pajak;

. Menyetorkan PPN ke Kas ilegara;

. Melaporkannya ke Xantor Pelayanan Pajak;

. Menyerahkan Faktur Pajak yant sah kepada PIHAX XEDUA.
5
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b. Nilai lnvoice lebih dari Rp 2.fix).Offi,- (dua juta rupiah termasuk PPN)

. Menerbitkan Faktur Pajak ;

. Menyerahkan Faktur Pajak yang sah kepada PIHAK XEDUA ;

r Melaporkan PPN ke Kantor Pelayanan Pajak.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA terhadap PPN :

. Memun8ut PPN, iika tagihan bernilai lebih dari Rp 2.m0.000,-
termasuk PPN);

. Menyetorkan PPN ke Kas Negara;

. Menyerahkan buktl setor PPN kepada PIHAX PERTAMA;

. Melaporkan PPI{ ke Kantor Pelayanan Pajak.

(dua juta rupiah

PASAT 7
TATA CARA PEJ{AGIHA'{ DAT{ PETUI{ASAT{

(U PIHAK PERTAMA akan melakukan penagihan dengan menyerahkan rnvoice/tagihan kepada
PIHAK XEDUA pada akhir bulan transaksi atau palinS lambat tan8sal 5 pada bulan berikutnya,
dilampiri bockheet dari sistem yang digunakan PIHAK PERTAMA.

(2) PIHAX KEDUA wajib melakukan pelunasan setelah menerima invoiceftagihan dari PIHAK

PERTAMA dengan tentgang waktu paling lambat 14 {empat belas) Hari Kerja setelah

,nrclceltaglhan dlklrlm.

(3) Pelunasan Siaya Pengiriman oleh PIHAK (EDUA dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening

PIHAK PERTAMA, Bank BRI a.n. Kantorpos ll Bandung dengan nomor rckcning
1m5o1m1014:to9 dan bea tran#er menjadi beban PIHAK XEDUA.

(4) Jumlah pelunasan Biaya PenSiriman yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA harus sama dengan
jumlah tagihan yang tercantum dalam inwice/taBihan yang diterima dari PIHAK PERTAMA dan

tidak diperkenankan untuk dikurangi den8an perhitungan apapun, baik Santi rugi maupun

biaya-biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini.

(5I Involce/tagihan Blaya PenSlrlman dlanSSap telah dibayar dan dllunasl oleh PIHAK KEDUA

apablla dananya telah ef€ktlf masuk ke rekenint bank PIHAK PERTAMA dalam jumlah yang

sama dengan jumlah yant tercantum pada invorbe/tagihan.

PASAT 8
RETONSITJASI DATA

(1) PARA PIHAK wajib mentadministresikan dan mendokumentasikan naskah-naskah dengan baik,

dengan cara menyimpan naskah-naskah penting seperti : Perjanjian, Bukti transfer pelunasan

Biaya Pengiriman PIHAK XEDUA, bockheet Kiriman, Daftar Pengantar Kiriman.

(2) PARA PIHAK wajib melakukan rekonsiliasi data transaksi, data pembayaran/pelunasan, untuk

pencocokan data dan transaki.
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(6) Apabila PIHAK KEDUA melampaui batas waktu sebagaimana dimakud pada ayat (2) Pasal ini

dan belum melakukan pelunasan Biaya Pentlriman, maka PIHAK PERTAMA akan mengirimkan

Surat Teguran, dan bulan berikutnya pada lnvoice/tagihan akan dicantumkan denda

keterlambatan pelunasan Biaya Pen8iriman.



PASAT 9
JANGKA WAXTU PERJAThT{

(2) Perjanjian dapat diperpanjanS atas dasar kesepakatan tertulis PARA PIHAK palin8 lambat 3 (tiga)

bulan sebelum berakhirnya Perjanjian dengan membuat Perjanjian baru.

(5) Perjanjian berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan,
peraturan/kebijakan korporasi PIHAI( PERTAMA dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak
memungkinkan berlangsungnya Perjanjian, tanpa terikat batas waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (U Pasal lni.

(5) Dalam hal Perjanjian berakhir karena tidak diperpanjang lagi baik karena permintaan salah satu
PIHAK sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) Pasal lnl, ataupun karena sebab laln, pengakhlran

Perjanjian tidak mempengaruhi Hak dan Kewajiban masing-masin8 PIHAX yan8 wajib
diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian.

(7) PARA PIHAK sepakat untuk men8esampingkan ketentuan dalam Pasal 1255 dan 1257 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata lndonesia (Eurgerriy' Wetboekl dalam pengakhiran Perjanjian,

PASAI IO
PEMAilfAUAI{ DAN EVATUASI

(1) Pemantauan dan evaluasi dari pelakanaan Perjanjian dapat dilakukan bersama-sama oleh

PARA PIHAK maupun masing-masing PIHAK sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan

bersama PARA PIHAK.

(2) Hasll pemantauan dan evaluasl sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) Pasal ini, disampalkan

kepada penanggung jawab masing-masing PIHAK untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan

pelayanan maupun peninjauan kembali Perjanjian.

PASAT 11

TANGGUNG JAWAE ATAS I(ERUGIAN

Xeruglan yang tlmbul sebagal aklbat pelakanaan PerjanJlan diatur sebagal berlkut :

(U Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian petugas PIHAK PERTAMA menjadi tanSSunt

Jawab PIHAX PERTAMA.

(2) Keru8ian yang timbul aklbat kesalahan/kelalaian petugas PIHAI( KEDUA menjadl tanggung Jawab

PIHAK KEDUA.

(3) Kerugian yanS timbul akibat kesalahan/kelalaian petuSas PARA PIHAK menjadi tan88un8 jawab

PARA PIHAX sesuai dengan bobot kesalahan/kelalaiannya dan akan ditetapkan secara

musyawarah. 
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(1) Perjanjian berlaku selama 4 (empat) tahun terhitunS mulai tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan
tang8al 4 Mcl 2027.

(3) Apablla tldak tercapal kesepakatan sebagalmana dimaksud pada ayat (2) Pasal lnl, maka
Perjanjian berakhir dengan sendirinya sesuaijangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal ini.

(4) Perjanjian dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimakud pada ayat (U Pasal ini
dengan ketentuan PIHAK yant akan mengakhiri Perjanjian wajib memberitahukan maksud
tersebut secara tertulls kepada PIHAX lalnnya pallng lambat 3 (tlga) bulan sebelumnya.



(4) Kesalahan atau kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini
harus dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungiawabkan
kebenarannya

PASAL 12

TATA CARA GANTI RUGI

(1) Tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA wajib didahului dengan pengajuan
pengaduan tentang keterlambatan, kerusakan dan/atau kehilangan Kiriman kepada PIHAK

PERTAMA paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Kerja sejak Kiriman diproses di loket.

(2) Permintaan ganti rugi dari PIHAK KEDUA hanya akan diproses lebih lanjut oleh PIHAK PERTAMA
apabila hasil investigasi yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA membuktikan bahwa memang
terjadi keterlambatan/kerusakan/kehilangan pada Kiriman milik PIHAK KEDUA.

(3) Permintaan ganti rugi dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA wajib melampirkan dokumen
pendukung meliputi :

a. Data Kiriman : nomor resi, nama dan alamat penerima serta jenis pengaduan.
b. Buktitertulis hasil investigasi dari PIHAK PERTAMA.

(4) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak ditanggung oleh PIHAK PERTAMA

apabila disebabkan hal-hal sebagai berikut:
a. Melanggar ketentuan syarat pengiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

Perjanjian.
b. Kerusakan terjadi karena sifat atau keadaan Kiriman yang dikirim.
c. Kerusakan / keterlambatan terjadi karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA.

d. Melebihi batas waktu pengajuan ganti rugisebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

(5) Pembayaran ganti rugi Kiriman dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan

cara transfer ke rekening PIHAK KEDUA.

(7) PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan memotong langsung dari nilai taSihan Biaya Pengiriman yang

menjadi Hak PIHAK PERTAMA untuk kompensasi ganti rugi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.

PASAT 13

SANKSI DAN DENDA

(1) Dalam hal pelunasan melebihi waktu sebaSaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (21 Perjanjian,

PIHAK KEDUA masih belum melakukan pelunasan maka PIHAK PERTAMA akan menghentikan

fasilitas kredit dan akan mengenakan Denda kepada PIHAK KEDUA sebagai berikut :

a. Apabila PIHAK KEDUA melunasi seluruh tagihan melewati batas waKu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (21 Perjanjian hingga akhir bulan yang sama dengan tanggal

diterimanya invoiceltagihan, maka dikenakan Denda sebesar 1% (satu per seratus) dari

tagihan/piutan8.

b. Terkait pembayaran pihak kedua an8Sarannya tergantung kebijakan KPU Rl, sehingga

pembayaran menyesuaikan ketersediaan anggaran yang ada pada PIHAK KEDUA.

Pihok Per'ldma \
w
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(5) Kiriman yang dibayar secara kredit dapat diproses ganti ruginya, sepanjang Biaya Pengiriman dan

Harga Tanggungan Nilai Earang telah dilunasi seluruhnya oleh PIHAK KEDUA.



(2) Apablla PIHAK KEDUA tetap tldak melakukan pelunasan dan tldak membayar Denda
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 13 ayat (1) Perjanjian, maka PIHAK PERTAMA

menghentikan transaksi yang menggunakan fasilitas kredit pada bulan ke 3 (tiga).

(3) Atas penghentlan fasilltas kredlt, PIHA( PERTAMA tetap berhak melakukan penatihan atas Biaya

Pengiriman dan PIHAX KE0UA wajib membayar Biaya Pengiriman yang belum diselesalkan.

(4) Apabila PIHAK KEDUA masih ingin melakukan transaki setelah pemutusan fasilitas kredit, maka
Blaya Penglrlman harus dibayarkan dengan cara tunai/angsung.

(5) Pemberian fasilitas kredit akan diberikan kembali bila PIHAK KEDUA telah melakukan pelunasan

seluruh transaksi.

PASAL 14
PERNYATAAJ{ DAN.IAMI]IIAN

PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin PIHAK lainnya dalam Perjanjian sebagai berikut:

(1) Masing-masing PIHAK berwenang membua! melangsungkan dan melaksanakan Perjanjian dan
dokumen lain sehubungan dengan Perjanlian, serta telah melaksanakan semua tindakan dan
persyaratan yang disyaratkan untuk sah nya pembuatan, penandatanganan dan pelaksanaan

Perjanjian dan dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian.

(2) PerjanJlan dan dokumen laln yan8 terkalt dengan Perjanjlan adalah sah, berlaku dan menglkat
sah dan menimbulkan Kewajiban hukum terhadap PARA PIHAK, sesuai dengan syarat dan
ketentuan yang tercantum di dalamnya.

(3) Setiap izin, pemberian kewenangan atau persetujuan yang diperlukan oleh PARA PIHAK

sehubungan dengan pelaksanaan, penyerahan, keabsahan, pemberlakuan Perjanjlan atau
pelaksanaannya oleh PARA PIHAK atas KewaJlbannya menurut Perjanjian telah diperoleh atau

dibuat dan berlaku penuh.

(4) Masing-masing PIHAX akan melaksanakan Hak dan Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam

Perjanjian dan membebaskan PIHAK yant laln darl gantl rugl yang muntkin timbul akibat darl
kelalaian pelakanaan Kewajiban teRebut.

(1) lnformasi yang dirahasiakan adalah setiap dan seluruh informasi dan data atau setiap produk

layanan-layanan serta Data nasabah yang telah diterima atau dlperoleh secara lanSsung dari

masing-masing PIHAX dalam kaitannya dengan pelaksanaan Perjanjian.

(2) Masing-masing PIHAK sepakat untuk menyimpan dan tidak mentungkapkan kepada Pihak KetiSa

atau untuk memanfaatkan atau menS8unakan balk seluruh atau sebagian dari informasi

sebagalmana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini selain untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian.

(3) Persyaratan Xerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak berlaku terhadaP:

a. lnformasi yang menjadl bagian dari pengetahuan umum bukan karena kesalahan PIHAK

PERTAMA;
b. tnformasi yang telah dimiliki oleh PIHAK PERTAMA dalam bentuk tertulis tanpa pembatasan

pengSunaan atau pentunSkapan ;
c. lnformasl dlberlkan semata-mata atas perlntah Pengadllan atau secara hukum waJlb

dilakukan.
9
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PASAT 15
KERAHASIAAN



(4) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga Xerahasiaan dan tidak memberitahukan mengenai isi dan
ketentuan dari PerJanjian dengan cara apapun selama berlakunya Perjanjian kepada Pihak atau
perusahaan lain yanB bukan merupakan PARA PIHAK dalam Perjanjian.

PASA| 16
PEMEER]TAHUAN

{1) Sehubungan dengan Perjanjian, setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dilakukan
melalui contoct perso, masin8-masing PIHAK sebagai berikut :

PIHAI( PERf,AMA
Pr FOS rr{DOlrESrA IPERSEROI -

Jl. Asia Afrika No. 49 Bandung 40111
Hp :0822-1812-1238
Fax :-
Emall :95827E656@poslndonesla.co.ld
U.p : Rudi Noor Rachmat

(2) Pembatalan/perubahan alamat berlaku efektif jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah

dlterlma oleh PIHAK lalnnya dalam waku 7 (tujuh) Harl Kerja sejak terjadlnya
pembatalan/perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan

menjadi tanggunB Jawab PIHAK yanS melakukan perubahan tersebut.

PASAT 17

FORCE MNEURE

(1) Yang dimakud dengan Force MoJeure adalah perlstiwa-perlstiwa yanS terjadi dlluar

kemampuan dan atau kekuasaan PARA PIHAK yang berakibat tldak dapat dipenuhinya Hak dan

Kewajiban PARA PIHAX. Adapun peristiwa yang dimaksud antara lain : gempa bumi besar, angin

taufun, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru

hara, sabotase, perang, pemberontakan dan sebagalnya.

(2) Apablla tedadl Force Moleure sebatalmana dlmakud Pada ayat (1) Pasal lni, maka PIHAK yang

terkena Force Mojeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam

waktu 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak dimulainya kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Pasal ini dlsertal keterangan resmi dari pejabat Pemerintah yang berwenanS.

Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi Kewaiiban memberitahukan seba8aimana

dimakud pada ayat (2) Pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya keadaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagai Force Moieute-

Piha* Perkino

I WY'

(3)

l0

(5) Dalam hal Perjanjian berakhir karena sebab apapun PARA PIHAK akan menSembalikan dan / atau
menghapus seluruh data dan informasi milik PIHAK lainnya yang ada di bawah penguasaannya.

PIHAK KEDUA

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat

Jl. Garut No. 11 Bandung

Telp :O22-72788O9172788t2
Fax :-
Emall :lnventarisasl.kpujabar@gmall.com
U.p : Tarsono



(4) PARA PIHAK dapat dibebaskan sementara untuk melaksanakan Kewajiban-Xewajiban yang

diatur dalam PerjanJlan apablla hal tercebut diakibatkan oleh Force Moleure.

PASAIlt
PEJIYEI.ESAIAN PERSEUSIHAIT

(1) Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian,
PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender se.iak timbulnya perbedaan atau persellsihan

tersebut.

(2) Apabila penyelesaian dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai,
maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui saluran hukum, dengan memilih

tempat kedudukan (domisili) hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung.

PASAT 19
KETENIUAN lAIN.IAIl{

perubahan dan hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian akan diatur lebih lanjut oleh

PARA PIHAK dalam Perjanjian tambahan I addendum ) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

Per,anJlan.

Perjanjian dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai

kekuatan hukum yang sama, telah diberikan dan diterima oleh PARA PIHAX pada saat ditandatanSani

r PIHAI( PERTAMA PIHAX KEDUA

rOMlsI PEMtUHAil UMUM
PROVI]TSIJAWA BARAT,

ACHMAD SYAIFUDIN RAHADHIAN

SEKRETAR'S
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